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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGA 

NOMOR T I  TAHUN 201T 

TEN TANG 

TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN 
PENGENDALIAN DAN EVALUASL 

PELAKSANAAN RENCANA 
PEMBANGUNAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan 
yang demokratis, transparan, akuntabe; efisien, dan 
efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, 
diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, 
pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan 
dacrah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah. 

I Undang undang Noror 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat Ii dalam Wilayah Daerah Tingkat I Matuku 
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 1645j; 

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jo.Undang 
Undang Nomar 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tcntang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, 
dan Kabupaten Maluku Tenggera Barat (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 3985]; 

3. Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

47, r /Ji l.embarno N,ga,a Nomo, 4286), 



4,Undang-Undang Noror 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Eagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku [Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4350); 

5. Undang- Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 
66, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembanguan Nasional [Lembaran Negara 
Tahun 2004 Noror 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421]; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangaan antara emerintah Pusat dan 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Tahon 2004 
Nomor 126, Tambahan Lemharan Negara Nomor 4438 

9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahian Lera bar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

I0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Lembaga Negara Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 
Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 5679], 

I 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tetang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495], 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578), 

13. Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005 Ten tang 
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 
4593) 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daera.h 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dal= 7 f'J/omn, 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman 



. 

• 

Menetapkan 

Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Tahun 
2011 Nomor 310) 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NomOT 8 
Tahu 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Normor 
517), 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentuka Produle Hkum Daerah {Berita 
Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 17 Peraturan Daerah Provins Maluku Nomor 05 Tahu 
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Provinsi 
Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 107 

18. Feraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah 
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 107), 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Malauku Tengah Tahun 
2013-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 159); 

20. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Kabupaten Maluku Tengah Daerah (Lembaran 
Tahun 2016 Nom6r 183], 

2L.  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor OS 

Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 
Nomor 184); 

22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2016 
tentang Standar Biaya Maoukan Tahun 2017 (Berita 
Daerah Tahun 2016 Nomor 249), 

23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 249) 

24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 [Bcrita Dacrah Tahun 
2016 Nomor 268] 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAN TENTANG TAHAPAN, 
TATA CARA PENYUSUNAN, ENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSAN1 (tfJANA PEMBANCUNAN DAERAH 

tentang 
Daerah 

Daerah 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 

Daerah adalah Kabupten Maluku Tengah 

2 Pererintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang raemimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 

4. Kecamatan adalah wilayah kenja carat sebagai perangkat 
Daerah 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutya disebut 
SKD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas 

mengebola anggaran dan barang daerah 

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penititian dan 

Pengembangan Daerah Kabupten Maluku Tengah yang 

selanjutnya disebut Bappltbangda adalah SKPD yang 
memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebuakan teknis perencanaan pembangunan 

dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah, 

7. Kepala Bapplitbangda adalah Kepala Badan_ Perencanaan 

Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah 

Kabupten Maluku Tengah 

8. Perencanaan embangunan Daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 
berbagai unsur pemanglu kepentingan, guna pemanfaa tan 

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu 
tertentu 

9, Sister Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu 
kesatuan tata Cara perencanaan pembangunan untuk 

mnenghasilkan rencana-rencana pembangunan alam jangka 

panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan 

oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan 

masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disebut RPIP Daerah adalah dokumen 

Perencanaan Daerah untuk periode 20 {dua puluhj tahun 

yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan 

mengacu kepada RJP Nasional dan memperhatikan RTRW 

Na,,onal dl �"JI "'�"" 
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I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

sclajutnya discbut PM Daerah adalah dokumen 

perencanaan Dacrah untuk periode S (lima) tahun yang 

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati 

dan penyusunannya berpedoman pada RPPD dengan 
memperhatikan RTRW Kabupaten, RPJMD Provinsi dan 
RP.JM Nasional 

2. Rencana Kerja Pemenintah Daerah, yang selanjutnya disebut 

dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode I (satuj tahun yang merupakan penjabaran dari 

RPJMD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) 

13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 

(Lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun 

scsuai dongan tugas dan fungsi SKPD scrta berpcdoman 

kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 

14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode J 

(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pererintah Daerah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipas» masyarakat, dengan mengacu pada 

RKPD srta berpedoman pala Renstra SKPD 
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang 

disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Maluku 

Tengah 
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 

adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah 

17 Visi adalah rumusan umum mengenai iceadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan 

18. Misi adala.h rumusan umum mengenai upaya-paya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 

19. Strategi adalah langkahr-langkah Derisikan prorarn-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi 

20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambi) oleh Pemennj(J:f'"' un;uk mencapa; ;uiu= 
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21.Program adalah instrument kcbijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 
serta memperoleh 

masyarakat yang 
untuk mencapai sasaran dan tujuan 

alokasi anggaran, atau kegiatan 

dikoordinasikan oleh perangkat daerah 

22. Kegiatan adalah bagan dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dani pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 

berupa person (sumber daya manusia), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan [input}] untuk menghasilkan keluaran (output) 

dalamn bentuk barang/jasa. 

23. Musyawaura.h Perencanaan Pembangunan Daerah, yang 

elanjutnya disebut Musrenbargda adalah forum antar 

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan Daerah 

24.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka 

Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang 

Panjang 

Jangka 

pembangunan perencanaan 

permasala han 

peman gku 

Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan 

pembangunan dalam rangka menyusun RPP Daerah 

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka 

Menengah Daerah adalah forum antar pemangku 

kepentingan pembangunan dalam ranga menyusun RPJM 

Daerah 

26.Msyawarah Perencanaan embangunan RKPD yang 

selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antar 

pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka 

menyuaun RKPD 

27 Forum Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya 

discbut Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku 

pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program 

dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten 

dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun an 

mnenyempurnakan Renja SKPD yang tata cara 

penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPp yang 

bersangkutan. 

28. Forum Konsultasi Publik adalah wadah bersama untuk 

masyarakat umum dalamn ha membicarakan atau 

mendiskusikan secara langsung tentang suatu isu 

pembangunan, yang dipandue oleh pihak 



(Bapplitbangda atau SKPD) dan dilengkapi oleh pendapat 

ahi/pakar dibidangnya, untuk menghasilkan suatu 

kesimpula pendapat umum, rekomendasi kebiakan atau 

Berita Acara Kesepakatan 

BAB I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(I) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 

penyusunan dan pelaksanaan perencanaan serta 

pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah. 

2] Tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan 

Daerah yang dilaksanakan secara 

a. terkoordinasi, terintegrasit, sinkron dan sinerg dalam 

perencanaan pembangunan baik antar pemangku 

kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, 

antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan 

permerintahan; 

b. memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan 

pengawasan; dan 

c. menjamin tercapainya pernanfaatan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

BAB l!J 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang Lingkup meliputi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Daerah meliputi 

I. Tahopan tatacara penyusunan dan musrembang; 

a. RPIP Dacrah, yang ditctapkan dcngan Pcraturan Dacrah; 

b. RPIM Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 

c. Renstra SKPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah, 

d. RKPD, yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, 

e. Renja SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan masing 

masing SKPD; Peng! i•xt= ,,ruuas, 

' 
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Pasal 4 

(1 applitbangda menyusun RPJP Daerah, RPJM Daerah dan 

RKPD, berkoordinasi dengan SKPD seSuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

(2) SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD, 

berkoordinasi dengan Bapplitbangda sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3 SKPD dalam penyusunan Renstra dan Renja sebgaimana 

dimaksud ayat (2} wajib berkoordinasi 

BAB JV 

TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN 

RP,JPD 

Pasal 5 

Tahapan dan tatacara penyusunan RPJPD, scbagaimnana 

tercantum pada Lampiran I Peraturan ini 

RPJMD 

Pasa 6 

Tahapan dan tatacara penyusunan RPJMD, scbagaimana 

tercantum pada Lampiran II Peraturan ini 

Renstru SKPD 

Pasal 7 

Tahapan dan tatacara penyusunan Renstra KPD, 

sebagaimana tercantum pada Lampiran Ill Peraturan ini 

RKPD 

Pasal 8 

Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD, scbagaimana 

tercantum pada Lampiran IV Peraturan int 

Renja SKPD 
Pasal 

Tahapan dan tatacara penyusunan Renja SKPD, sebagaimana 
tercantum pada Lampiran V Peraturan ini 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
Pasal 10 

(I] Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan 
pembangunan daerah lingkup Kabupater. Maluku Tengan 

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
aya< (1( f ,?v-m pada Lampuan ,< Pcrnlu,an rn, 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 1 l  

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini 

sepanjang mengenai teknis penyelerggaraannya, ditetapkan 

oleh Kepala Bapplitbangda Kab~paten Maluku Tengah 

Pasa! 12 

Peraturan Bupati imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal $% 4qr6f 2017 

Diundangka di[Masohi 

pada tangygj, A. A 

{sExRET's$ DAERAH 

IBRAHIM 

2017 

uK TeNGH {44 

.. 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAUN 2017 NOMOR 342 
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